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LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KO KAB;BJMI

\\
Y
@UH A 't,' NG MAHA ESA
Menimbang % 5@1 rangka tertib administrasi pengelolaan
§; k Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal

Zératuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Peqgelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
whun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;




Mengingat

1.

5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 T#hyn 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang N 6 dan 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Repu dowviesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Le N@ Republik
Indonesia Nomor 551); @ o
Undang-Undang N@Z 5 Tahu; 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokek<Poko graria (Lembaran
Negara Republik onesia 1960 Nomor 104,
Tambahan Lem ega blik Indonesia Nomor

2043); @
o

or 28 Tahun 1999 tentang
yang Bersih dan Bebas dari
Nepotisme (Lembaran Negara

eRrut > ahun 1999 Nomor 75, Tambahan
@ d(&Republik Indonesia Nomor 3851);

J an, k@ﬁlg Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan egara (Lembaran Negara Republik

Indgne ahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
N@a Republik Indonesia Nomor 4286);

ang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

@Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang .....




7.

hed
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daer (Csmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2@mo Tambahan
Lembaran Negara Republi ia Nomer 4844);

<
Undang-Undang N 3 Tah@&ZOOAL tentang

Perimbangan Keuang tara erintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lemb. Negara Republik
Indonesia Tahu o Tambahan Lembaran
Negara Repua nesj or 4438);

Peratura@%i ntah or 46 Tahun 1971 tentang

0
%orangan Dinas Milik Negara

Penjua araan
(Lembazax publik Indonesia Tahun 1971
Nongg? ‘fq n Lembaran Negara Republik

ra (Lembaran Negara Republik Indonesia

@ahun 992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

ndonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
or 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

12. Peraturan .....



12.

13.

14.

15.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Re Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lempa gara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomot Q005 tentang
Pengelolaan Keuangan Da e gara Republik
Indonesia Tahun 2005 N&w ,,u 140, mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45

Peraturan Pemerintd ahun 2006 tentang
Pengelolaan Baran Daerah (Lembaran Negara
Republik Ind hun No Nomor 20, Tambahan
Lembaran Rep Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana diu engan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 n 20 tang Perubahan atas Peraturan
Pemeringa n 2006 tentang Pengelolaan Barang
embaran Negara Republik Indonesia
, Tambahan Lembaran Negara Republik

intah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
ahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
omor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

18. Peraturan .....



Menetapkan

18.

19.

20.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peratur e51den Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan ag1 Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentlm ) :
Peraturan Daerah Kota S o1,y

@

ahun 2007

tentang Pengundang n Pe ang-undangan
(Lembaran Daerah K bumi Talvin 2007 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kot@abumi Nomor 7);

Peraturan Daer Su Nomor 2 Tahun 2008

tentang Ur Pe @1’: an Kota Sukabumi
Lembar@ @

%%

Sukabum1 Nomor 6 Tahun 2008

dan Susunan Organisasi

Kota Sukabumi (Lembaran Daerah
ahun 2008 Nomor 6);

@ % Dengan Persetujuan Bersama
§ ; AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

@ KOTA SUKABUMI
dan
:© WALIKOTA SUKABUMI
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang o&ﬁ dengan :
1. Daerah adalah Kota Sukab

2.

®

u
Pemerintahan Daerah a Sryelenggaraan urusan
me

pemerintahan daergh~o e Daerah dan
DPRD menurut asas\Qtonpbmi dan tigas pembantuan
dengan prinsip oton selua snya dalam sistem
dan prinsip a Kesa epublik Indonesia
sebagaimana @ud ndang-Undang Dasar
Negara Re i do@ 45.

Pemexj aerahogdalah Walikota dan Perangkat
Daer penyelenggara Pemerintahan

@ a Dae @ alah Walikota Sukabumi.

@)

%ew rwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

diselp(t RD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DaerakKota Sukabumi.

6, _Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
kabumi.

<

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Sukabumi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Barang.



15.

Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa
Pengguna Barang.

. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APB{)\atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

bergerak yang dik
Usaha Milik Daera
Terbatas) serta Yaya

. Barang Milik Daerah yan hka ah Barang
Milik Daerah ~ baik b@b [y Aaupun tidak
a
s

ak
Perugégﬁn atau Badan
belum berstatus Perseroan
h.

ilik

perencangpn, penentuan kebutuhan,
stantdarisasi barang dan harga,
an, penyaluran, inventarisasi,
emeliharaan, pengamanan,
efubahan  status hukum, dan

. Pengelolaan @Mﬂ@ah adalah rangkaian
kegiatan d@l kan@a ap Barang Milik Daerah

%emg Barang Milik Daerah yang selanjutnya

diseb(t IPphgelola adalah Pejabat yang berwenang dan
bgrtanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
ng Milik Daerah.

embantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung
jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan
pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada
SKPD.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah pada
SKPD.

16. Kuasa .....



16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala
Unit Kerja yang ditunjuk oleh Pengguna untuk
menggunakan Barang Milik Daerah yang berada

dalam penguasaannya. § ;

17. Penilai adalah pihak yang ka¥ penjlaian secara

independen berdasarkan k nsi yimilikinya
terdiri dari penilai inter ilai e@ ernal.

18. Pengurus Barang adalah/Degawai yeng diserahi tugas
untuk mengurus Ba Mili erah dalam proses
pemakaian yan, di setia atau unit kerja.

19. Penyimpa (x4 %aerah adalah Pegawai
yang d%‘ as unt enerima, menyimpan, dan

bararg%

@n dan Belanja Daerah yang
sébut APBD  adalah  Anggaran

elanja Daerah Kota Sukabumi.

\Jeren %ﬂ Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
@rinei@ butuhan Barang Milik Daerah untuk
nghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
%g%:n keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar

(i

melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan
ng akan datang.

@. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang.

23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau
mengirimkan Barang Milik Daerah dari gudang ke
Unit Kerja pemakai.

24. Penggunaan .....



24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

25. Pemeliharaan adalah kegiatan &3
dilakukan agar semua Barang.]

dalam keadaan baik dan siag digunakan secara
berdaya guna dan berha

sil gi
. < :
26. Pengamanan adala tind pengendalian
dalam pengurusan Milik Daefah dalam bentuk

a
fisik, administratif, d hdaka aya hukum.

27. Pemanfaatan pe@mnaan Barang Milik
Daerah ya dipn an sesuai dengan tugas

si SKPD\galam bentuk sewa, pinjam

sama g@anfaatan, bangun guna serah,

serah@ dengan tidak mengubah status

anfaatan Barang Milik Daerah oleh

i m status jangka waktu tertentu dengan
enerifidimbalan uang tunai.

. Pinjam—Pakai adalah penyerahan penggunaan barang
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
a menerima imbalan, dan setelah jangka waktu

r
@ sebut berakhir, diserahkan kembali kepada
@ engelola Barang.

30. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan
Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
Daerah bukan pajak atau pendapatan Daerah dan
sumber pembiayaan lainnya.

31. Bangun .....
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31. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan  bangunan dan/atau sarana  berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati, untuk selanjutnya diseraftkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarakut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka wakt Q

32. Bangun Serah Guna adalaly/pexis aatar@amg Milik
Daerah berupa tanah ,ole @) ak (Rindengan  cara
mendirikan bangund -: n/atau rana  berikut
fasilitasnya, dan setslait / sele pembangunannya
diserahkan untuk didayagunaka @pihak lain tersebut
dalam jangka wak@ntu )@epakati.

33. Penghapusan tind% menghapus Barang Milik
Daerah da ar barang dengan menerbitkan keputusan
dari pef %&ng b&enang untuk membebaskan
Penggu ta -@- Pengguna dan/atau Pengelola
dari t@\g ja ministrasi dan fisik atas barang

dala@;mguasaannya.

34. ndahta adalah pengalihan kepemilikan Barang
‘ @ sebagai tindak lanjut dari penghapusan
a

&

dijual, ditukarkan, dihibahkan, atau
rigkansebagai modal Pemerintah Daerah.

>
@5 D n adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

kepada pihak lain dengan menerima penggantian
lam bentuk uang.

36. Tukar Menukar Barang Milik Daerah atau Tukar Guling
adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah
Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, sekurang-kurangya dengan nilai
seimbang.

37. Hibah .....



37.

40.

g MiliK
Sl

43.
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Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

. Penyertaan Modal Pemeri Daerah adalah

pengalihan kepemilikan Ba Daerah yang
semula merupakan keka ...- ti ipisahkan
menjadi  kekayaan digisahkan, — untuk
diperhitungkan se iNmodal a%&aham Daerah
pada Badan Usahat@Daerah atau badan hukum

9

lainnya.

. Penatausahaa e ah @ian kegiatan yang
meliputi pemt an,e tarisasi dan pelaporan

Barang/MilkDagerah

berla %

In yoRta 15asi @%@ kegiatan untuk melakukan
datian, pen an, dan pelaporan hasil pendataan

suai dengan ketentuan yang

dalah proses kegiatan yang dilakukan oleh
Penildi untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu
oRjek>~pénilaian pada saat tertentu dalam rangka
%@elolaam Barang Milik Daerah.

fandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah  adalah  pembakuan  ruang  kantor,
perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas
dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga
barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1
(satu) periode tertentu.
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BAB II
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

(1) Barang Milik Daerah meliputi :

a. barang yang dibeli i;perotas beban

APBD; atau S
b. barang yang berasal pero lainnya yang
sah.

(2) Barang yang b | dari p n lainnya yang sah
sebagaimana @sud % ayat (1) huruf b,
meliputi :

< . -
a. bag ang eroleh dari hibah/sumbangan

roleh sebagai pelaksanaan dari

i ontrak;
@aramg diperoleh sesuai dengan ketentuan

perat
. b % yang diperoleh berdasarkan putusan
@ %;? ilan yang telah memperoleh kekuatan

o
@”
==
QQ
wn
Re!

m tetap.

@ BAB III

@ MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk
menyeragamkan langkah dan tindakan yang
diperlukan dalam mengelola Barang Milik Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan .....



-13 -

(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagai pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah
secara menyeluruh sebagai acuan semua pihak sehingga
ada persepsi dan langkah secara integral untuk tertib
administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IV@W 5
ASAS PENGELOLAAN B/ IK KERAH

Pengelolaan Barang@ Daerah anakan berdasarkan
asas :

fungsio @)

kepasti m;
transpa an ke aan;
ef151
ak »’ as,
@an nil

BABV

é RL@ LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK
@7 DAERAH

Pasal 5

""fD an op

Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;

c. penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
d. penggunaan;

e. penatausahaan;

f. pemanfaatan ......
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f. pemanfaatan;

g. pengamanan dan pemeliharaan;
h. penilaian;

i. penghapusan;

j.  pemindahtanganan;

k.

Ju—

pembinaan, pengawasan, dan pe dalian;
pembiayaan; dan

m. tuntutan ganti rugi. @
§A® @3
PEJABAT PENGELO ARA]@’HLIK DAERAH

Pas

(1) Kepalayy @\ sekst pemegang  kekuasaan
peng ara 111k Daerah berwenang dan
berta ]aw s pembinaan dan pelaksanaan

pe aan B ilik Daerah

(2) f&- D selaku  pemegang kekuasaan
Rengelol Barang Milik Daerah mempunyai
ewe

Daerah;
enetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
@ pemindahtanganan tanah dan bangunan;
@ . menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik
Daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik
Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan  dan
penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik

Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Dalam ......

? merétapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik
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(3) Dalam pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan
Barang Milik Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,

dan Aset Daerah/unit Pen la Barang Milik
Daerah sebagai Pembantu

c. Kepala SKPD selaku Pe '
d. Kepala Unit Kerja ata ku Kuasa
Pengguna;
e. Penyimpan Bar aera
f. Pengurus Bara Daerah.
(4) Sekretaris Dae selaku P, 0la berwenang dan
bertanggung ]@ala

enet pe a: yang mengurus dan
an Bar%anhk Daerah;
IR

yetujui rencana kebutuhan

/ perawatan Barang Milik Daerah;

da
ng Mi 1'@ah,
@liti menyetujui rencana kebutuhan
@r&en elaksanaan pemanfaatan Barang Milik
D %yamg telah disetujui oleh Kepala Daerah;
@ @? r pelaksanaan  penghapusan  dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
leah disetujui oleh Kepala Daerah dan/atau

PRD;
melakukan  koordinasi dalam  pelaksanaan

@ inventarisasi Barang Milik Daerah;
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan Barang Milik Daerah.

I

(5) Unit pengelola Barang Milik Daerah sebagai Pembantu
Pengelola, bertanggung jawab mengkoordinasikan
penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah
yang ada pada masing-masing SKPD.



gé Qmenyerahkan tanah dan/atau bangunan yang
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(6) Kepala SKPD sebagai Pengguna, berwenang dan
bertanggung jawab :

a.

e.

AN

h.

mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik{Raerah (RKPBMD)
bagi SKPD yang dipimpany kepada Kepala
Daerah melalui Pengelolz Q

mengajukan Permohonan penetaph Q@t tus untuk
penguasaan dan pea vBarang Vv 111k Daerah
yang diperole axi eban@g D dan/atau
perolehan lainn! sah kep da Kepala Daerah
melalui Pengelola;

melakukan catatan Ventarisasi Barang
Milik Dae g be lam penguasaannya;

mengg Bar ik Daerah yang berada

da guasa ;,» a untuk kepentingan
garaa ugas pokok dan fungsi SKPD

y 1mp1
mat%v\{bﬁ an memelihara Barang Milik

ahy rada dalam penguasaannya;

engaj sul pemindahtanganan Barang Milik
D berupa tanah dan/atau bangunan yang
emerlukan persetujuan DPRD dan Barang

aerah selain tanah dan/atau bangunan
da Kepala Daerah melalui Pengelola;

idak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui
Pengelola; dan

melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LPBS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola.
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(7) Kepala Unit Kerja atau Kepala UPT selaku Kuasa
Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan
bertanggung jawab :

a. mengajukan Rencana Ke an Barang Milik
Daerah (RKBMD) bagi: t Kerja yang
dlplmpmnya kepada PD yang
bersangkutan;

b. melakukan peng n i l@rlsam Barang
Milik Daerah y dala guasaannya;

erah yang berada
tuk  kepentingan
ok dan fungsi Unit

menggunakan B g Mili

dalam penguasaannya;

uka wasan dan pengendalian atas
un%rang Milik Daerah yang ada dalam

]@ emelihara Barang Milik

engua

men, @n" dan menyampaikan Laporan Barang
45 Pengguna Semesteran (LBKPS) dan
an Barang Kuasa Pengguna Tahunan

(LBKPT) yang berada dalam penguasaannya
kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

enyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan,
dan menyalurkan barang yang berada pada
Pengguna/Kuasa Pengguna.

(9) Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Milik
Daerah dalam pemakaian pada masing-masing
Pengguna/Kuasa Pengguna.
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Pasal 7

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah bertanggung jawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah

seluruh SKPD. § ;

yang @
2)

@

Vg

Perencana §u

ha g Milik Daerah disusun
dalam ker]a dah anggaran SKPD setelah
mem } ‘%edlaan Barang Milik Daerah

uhan pemeliharaan Barang Milik
( dalam Rencana Kerja dan Anggaran

ala cﬁ{ aian.

@,

Perentvarfaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang
@k Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan

chd , isasi
asarana kerja pemerintahan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan
acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

(5) Rencana .....
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(5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan

penyusunan Rencana APBD. § ;
Pasal

Pengelola bersama Penggu e s ¢ysul Rencana
Kebutuhan Barang Milik/Da (RK dan Rencana
a

Kebutuhan Pemelihara erah (RKPBMD)

masing-masing SKPD terse ut n memperhatikan
data barang pad au Pengelola untuk
ditetapkan sebag tuhan Barang Milik
Daerah (RKB a Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Mlle(k RKPB
asal 10
AP, dltetapkan pembantu pengelola

ar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang

h (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan
n dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

ar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan
pftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

KPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
@ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah/Unit Pengelola Barang Milik Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya duduk sebagai Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VIII .....
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BAB VIII
PENGADAAN
Pasal 12
Pengadaan Barang Milik Daerah kan berdasarkan

dil
prinsip-prinsip efisien, efektif, tfanspar dan terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatii dalya unt

&

Panitia Pengada@ng Pe Daerah.
(2) Panitia Peng ra &aimana dimaksud pada
ayat (1), dite denga putusan Kepala Daerah.

3) Kepalaﬁ\,@a 1apay melimpahkan kewenangan

d pada ayat (2) kepada Kepala
na Anggaran untuk membentuk

@
(1) Pengadaan Barang @dﬂakwnal«m oleh
a

Pasal 14

g@;l’ Q Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai

enga
d%n ketentuan peraturan perundang-undangan.

adaan barang Pemerintah Daerah yang bersifat
kHusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah,
dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat atau Panitia
Pemeriksa Barang Daerah.

(2) Panitia .....
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)
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Panitia Pemeriksa Barang milik Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaraf\untuk membentuk
Panitia Pemeriksa Barang.

Pengguna melaporkan hasi Qdaar.ng kepada
Kepala Daerah melalui P¢

Pengguna m@@ 511 pengadaan barang
Pemerinta m a epala Daerah melalui
Pengel@%

h ; 51l pe n sebagaimana dimaksud pada

@ BAB IX
@w, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

Penyimpan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan
tugas administrasi penerimaan Barang Milik Daerah.

Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam
gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 18 ......
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Pasal 18
(1) Hasil pengadaan Barang Milik Daerah tidak bergerak

diterima oleh Kepala SKPD, kemudian dilaporkan
kepada  Kepala  Daerah  untuk  ditetapkan

penggunaannya. § ;

(2) Penerimaan barang sebagairy 6 ditwaksud pada ayat
(1), dilakukan setelah diperiksa™eh p pemeriksa
Barang Daerah, den buat S erita acara
pemeriksaan. @ ;j 5

119 @

(1) Panitia pemériks Ba@aerah sebagaimana
dimaksud d Jﬁs asal yat (2) bertugas memeriksa,
menelif, d

enyaksi Barang Milik Daerah yang

diser esuai gan persyaratan yang tertera

dala Perij erja atau kontrak/perjanjian

daa ka% /Acara Pemeriksaan.

(Z@a Acg ebagaimana dimaksud ayat (1)
gun ebagai salah satu syarat pembayaran.

@ @ Pasal 20
gé 1 %:rintah Daerah menerima barang dari pemenuhan

-

jiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian
n/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.

Q :) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak
Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf,
dan/atau penyerahan dari masyarakat.

(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen
kepemilikan/penguasaan yang sah.

(4) Pengelola .....



)
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Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat,
memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2).
Hasil penerimaan sebagaimana ¢imaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dicatat dala tar Barang Milik

Daerah. N @ @
)™ a0

Penyaluran Barang (Miljk Daera eh penyimpan
barang dilaksanak as r Surat Perintah

Pengeluaran Barang (SPPB) Pengguna/Kuasa
Pengguna dis@ngar& Acara Serah Terima.

mela an stok atau sisa barang
dla m@ui Pembantu Pengelola.

K;z@%ggungjib melaporkan stok atau sisa

% <§ %E PENGGUNAAN
@ Bagian Kesatu

@ Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 22

Barang Milik Daerah ditetapkan status
penggunaannya oleh Kepala Daerah  untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan
dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan.

(2) Penetapan .....



@)

(1)

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau
bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah
dan/atau bangunan tersebut dipergunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD/Pengguna/atau Kuasa Pengguna.

Penetapan status Penggunaan{Batang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pa at Y1), ~dilaksanakan
sebagai berikut :

a. Pengguna mela @ramg @{Q?Daerah yang

ada dalam penguashannya Kképada Pengelola
disertai dengan u eng @nnya;

b. Pengelola liti lapor agaimana dimaksud

dan% jukan usul Pengguna
ntuk ditetapkan status

T =
% 5
7%
g
4%%

una 7/atau Kuasa Pengguna wajib
g

yerah tanah dan/atau bangunan yang tidak

%igu untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan ( (fungsi SKPD/Pengguna dan/atau Kuasa

% a, kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.

guna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
ngunan  yang  tidak  digunakan  untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui
pengelola, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut
penetapan status penggunaannya.
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Bagian Kedua
Penghunian Rumah Dinas Daerah
Pasal 24

Penghunian rumah dinas Daerah dapat diberikan

kepada pejabat Daerah atau peg@e i sipil Daerah.

>

(1) Untuk dapat ménghyni rumak/“dinas Daerah
sebagaimana dima dal Pasal 24, harus

sesuai ketentuan

Pas

memiliki Surat Izin Penghuni
peraturan per@—un@

)
(2) Pemilik Suf4tizjn Pen@ian (SIP) wajib menempati
i Dael% pdling lambat dalam jangka

wak ena luh) hari sejak Surat Izin
Pengh (SIP%@ima.
(SEnhunian rumah dinas Daerah, diatur
e M lanj @ Kepala Daerah.

<§ %E BAB XI

Q PENATAUSAHAAN
@ Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 26

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran
dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar
Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa
Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan
kodefikasi barang.

(2) Pencatatan ......
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(2) Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu
Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F.

(3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas
pencatatan dan pendaftaran Bdrang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada a ¢af 1)\ ke dalam Daftar
Barang Milik Daerah (DBM D)

kepemilikan g Mili erah selain tanah
dan/atau ban

<
(1) Pengguna/Kuasa I@ &ylmpan dokumen

(2) Pengel mpan ruh dokumen kepemilikan
tana au ban an milik Pemerintah Daerah.
aglan kedua
@ Inventarlsa51
Pasal 28
(1) gelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang
Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk

enyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi Barang

@ ilik Daerah.

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus
Barang Milik Daerah.

(3) Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.
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(4) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada
Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
selesainya sensus.

(5) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi
Barang Milik Daerah.

(6) Barang Milik Daerah yang 6 pa” persediaan dan
konstruksi dalam pengetjaas dik'kan dari
ketentuan sebagaimana s d pada ayat (1).

aan barang semesteran dan

%@uam Pengguna menyusun

, gaimana dimaksud pada ayat (1),
isal@%n kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.
@ Pembantu Pengelola menghimpun laporan
gaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
ran Barang Milik Daerah (LBMD).

@ Pasal 30

(1) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), digunakan sebagai
bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara berjenjang.
Pasal 31 ......
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Pasal 31
Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta

pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,

dan Pasal 29 dipergunakan aplika§i\ Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah DA).
NS
PEMMANFAATAN
Ragian Ke@;

eria atMaatan

Q
% %sal 32
(1) Pe a;an %},@ Milik Daerah berupa tanah

, selain tanah dan/atau bangunan
unakan untuk menunjang

Qe elenn tugas pokok dan fungsi SKPD,
ilaksa n oleh Pengguna setelah mendapat

2 anfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah

7/ atau bangunan, yang tidak dipergunakan untuk
@enunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
@ KPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.

(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat
persetujuan Pengelola.

(4) Pemanfaatan ......
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(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan teknis dengan
memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan

umum.
Bagian Kedu&

Bentuk-bentuk g@aata@
e
a
um @

Pasé@
Bentuk—ber@k%@nfaatag rang Milik Daerah berupa :

a. Sewa @

b. Pinj akai;

c. | a Pe <:ﬁé?atan; dan
d. C%gu

n Gu ah dan Bangun Serah Guna.

@ @ Paragraf 2
é Q Sewa
@ @ Pasal 34
@) Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun
tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh

Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak
lain sepanjang menguntungkan Daerah.

(2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak mengubah
status hukum kepemilikan Barang Daerah.

(3) Penyewaan .....
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(3) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

(4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah
dan/atau bangunan, selain tanah¢dan/atau bangunan
yang masih  dipergunaka leh  Pengguna,
dilaksanakan oleh Penggyha\ Skielah mendapat
persetujuan dari Pengelola. Q

(5) Jangka waktu pe Bara@;@[ilik Daerah
sebagaimana dima@da ayat paling lama 3

e .

(tiga) tahun dan dap rpanj

(6) Hasil penerim@va di@ Kas Daerah.

% Paragraf 3
@ Pinjam Pakai
Q Pasal 36
@Qrang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau
bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan,

dapat  dipinjampakaikan  untuk  kepentingan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau
bangunan, dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Kepala Daerah.
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(3) Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan tidak
mengubah status kepemilikan Barang Daerah.

(4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah
paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Pelaksanaan pinjam pakai an berdasarkan

surat perjanjian yang sekura A memuat

a. pihak-pihak yang te a ]1an,

b. jenis, luas, arang yang
dipinjampakai

c. jangka waktu pin pakal

d. tanggung j pe m] blaya operasional
dan pem n jangka waktu pinjam

paka1
e. per@za ain a 1anggap perlu.

aragraf 4

@ asarna Pemanfaatan

tiga, dilaksanakan dalam rangka :

Pasal 37
§@;1‘]a§m@emanfaatan Barang Milik Daerah dengan

.engoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang
ilik Daerah;

meningkatkan penerimaan Daerah.

Pasal 38

(1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan bentuk :

a. kerjasama .....



a. kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas
tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan
oleh Pengguna kepada Pengelola;

b. kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah
dan/atau bangunan yang ih digunakan oleh
Pengguna; dan %\

c. kerjasama Pemanfaatan a Milik Daerah

selain tanah dan/atau b I an.
(2) Kerjasama Pema a Baran ilik  Daerah
sebagaimana dimaksud/ Jpada ayat (1) huruf a,
n

dilaksanakan oleh

@

gelol@etelah mendapat

@ arang Milik  Daerah
dNpada ayat (1) huruf b dan
%ﬁn oleh Pengguna setelah

engelola.

a .7 am Surat Perjanjian Kerjasama, yang

mfi tara lain :
-pihak yang terikat dalam perjanjian;

ob]ek kerjasama Pemanfaatan;
@ angka waktu kerjasama Pemanfaatan;

aan ama Pemanfaatan Barang Milik
se ana dimaksud dalam Pasal 37
ta
e

pokok-pokok mengenai kerjasama Pemanfaatan;

@ e. data Barang Milik Daerah yang menjadi objek

kerjasama pemanfaatan;

f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;

g. besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil
keuntungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah dan dicantumkan dalam surat perjanjian
kerjasama Pemanfaatan;

h. sanksi;

i. surat ......



&

i. surat perjanjian ditandatangani oleh Pengelola atas
nama Kepala Daerah dan pihak ketiga; dan
j- hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Kerjasama Pemanfaatan ata

a.

«

N2
@

s ng’ Miik Daerah
dilaksanakan dengan ketentuai ai be @

tidak tersedia atau Ajefa up te%@g dana APBD
untuk memenuhi \blayg Joperagional/Pemeliharaan/
perbaikan Barang MiltkP aerah@

mitra kerjas ma ditetapkan melalui
tender de i akan paling sedikit 5
(lima) eminath Kecuali untuk Barang Milik
Daerah ffat khusus, dapat dilakukan
pen {

emanfaatan harus membayar
e rekening Kas Daerah setiap tahun
waktu pengoperasian yang telah
pembagian  keuntungan hasil
erj emanfaatan;
besaramrpembayaran kontribusi tetap dan pembagian
htungan hasil kerjasama Pemanfaatan ditetapkan
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala
aerah;

besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama Pemanfaatan harus
mendapat Persetujuan Pengelola;

selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama
Pemanfaatan dilarang menjaminkan/mengagunkan/
menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi
objek kerjasama Pemanfaatan;



-34 -

g. jangka waktu kerjasama Pemanfaatan paling lama 30
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang;

h. Kkerjasama Pemanfaatan dievaluasi paling lama 5 (lima)
tahun sekali;

i. pemeriksaan terhadap hasil a atas kerjasama
Pemanfaatan oleh pihak ked ksanakan setiap

tahun oleh Aparat Pengawa ]:

(1) Bangup, Serah Barang Milik Daerah dapat
dila @ d enga etentuan sebagai berikut :

€finta ah memerlukan bangunan dan
itas epentingan pelayanan umum dan
@?Slhtas k menyelenggarakan tugas pokok

dan f@
d% n/atau bangunan milik Pemerintah
@ @ yang telah diserahkan oleh Pengguna
7 o

da Kepala Daerah dan tidak digunakan untuk

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
1dak tersedia dana APBD untuk pelaksanaan
pembangunan.

@ ) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

(3) Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil
dari pelaksanaan Bangun Guna Serah ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

Pasal 41 .....
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Pasal 41

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan
melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan

paling sedikit 5 (lima) peserta/ peg'nat.

(2) Mitra Bangun Guna Serah % g Melah ditetapkan
selama jangka waktu pengoperasian, @1 emenuhi
kewajiban sebagai berik @

&

a. membayar konirNusi ke kag daérah setiap tahun

yang besarannya—ditetap berdasarkan hasil
perhitungapr ~&m yan ipéntuk oleh Kepala
Daerah; @ %

e

nj Kan, mengagunkan,
aflgan, ata emindahtangankan objek

<:‘/éﬁ?na Serah sebagaimana dimaksud
]@huruf b, berupa sertifikat Hak
s nama Pemerintah Daerah.

Obj Baffgun Guna Serah berupa tanah dan/atau
§; banguman tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau

@ gka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga
Q puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(6) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian yang paling sedikit memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek Bangun Guna Serah;
c. jangka waktu Bangun Guna Serah;
d. hak .....
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d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian; dan
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7) Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah dibuat
atas nama Pemerintah Daerah.

RS
e

(1) Bangun Sera a B@ Milik Daerah dapat
dilaksanak an u#n sebagai berikut:

Da memerlukan bangunan dan
@ yelenggaraan Pemerintahan
epentingan pelayanan umum

enyelenggaraan tugas pokok dan

ik Pemerintah Daerah yang telah
an oleh pengguna kepada Kepala Daerah;

§@; Q tersedia dana dalam APBD untuk

Qpenyedlaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

pangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 43

(1) Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan
melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan 5
(lima) peserta/peminat.
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(2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan
selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi
kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun

yang besarannya ditetap berdasarkan hasil
perhitungan tim yang oleh Kepala
Daerah;

b. tidak  menjaminkan ngg n, atau
memmdahtanganka aulb erah Guna;
dan

c. memelihara ob] un Serah una;

(3) Objek Bangu ah Gun gaimana dimaksud
pada ayat ruf rupa sertifikat hak

pengelolaa @ m( daerah.
< .
(4) Obje n Seral! Guna berupa tanah tidak boleh
dl]a /diagunkan.

n di atas hak pengelolaan milik
rmtah erah dapat dijadikan  jaminan

an dan dilaksanakan sesuai ketentuan
era erundang undangan.

) Japgkawaktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga
@ ) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek Bangun Serah Guna;

c. jangka waktu Bangun Serah Guna;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian; dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(8) Izin .....
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(8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas
nama Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Bangun Serah Guna Barang Mili ah dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berik
a. mitra Bangun Serah G w:» Aen ‘\fahkan hasil
Bangun Serah Gu a’ .*li Kepaerah setelah
Ra

selesainya pembang
b. mitra Bangun Sera
Barang Milik

h~Gtna d mendayagunakan

c. setelah jan tu @n agunaan berakhir, objek
Bangury, Guna teglebih dahulu diaudit oleh
apar awasany fungsional Pemerintah Daerah
sebe@ngg@ya ditetapkan oleh Kepala

@ Paragraf 7
@ Biaya
Q Pasal 45

aya pengkajian,  penelitian, penaksir  dan
Q pengumuman tender/lelang Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 dan Pasal 43, dibebankan pada APBD.

®
%,

(2) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan
pelaksana/pengawas Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dan Pasal 43 dibebankan pada Pihak Ketiga.

Paragraf§ .....
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Paragraf 8
Jangka Waktu
Pasal 46

Setelah jangka waktu pendayaguna ngun Guna Serah

dan Bangun Serah Guna sebaggimgq imaksud dalam
Pasal 41 dan Pasal 43, objek @n G@Serab dan
Bangun Serah Guna terlebil daluldy, diau leh aparat

pengawasan fungsiona @r ntah &ah sebelum
penggunaannya ditetapk¢n ojefi Kepala rah.

@ @Q& Pasal 47
%em engguna, dan/atau Kuasa Pengguna wajib
g mela n Pengamanan Barang Milik Daerah yang

da dalam penguasaannya.

ngamanan Barang Milik Daerah  sebagaimana
@ dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengamanan administrasi, meliputi kegiatan
pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya
penurunan fungsi barang, penurunan jumlah
barang, dan hilangnya barang;

c. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan
melengkapi bukti status kepemilikan.

(3) Pengamanan .....
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(3) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan
tanda batas.

(4) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan
dilakukan  dengan  cara yimpanan  dan

pemeliharaan.
Pas :2 @
DN
(1) Barang Milik @Z berupy/™tanah  harus

disertifikatkan atas emeriptah Daerah.

(2) Barang Mili srah a bangunan harus
dilengkapi dehga b@ pemilikan atas nama

Pemerinta ah.

(3) Bara il Daer, lain tanah dan/atau bangunan
har gkapj an bukti kepemilikan atas nama
P ah Da

@ %@ Pasal 49
gang @k Daerah dapat diasuransikan sesuai

emgfppuan keuangan Daerah, dengan prosedur sesuai
@ ketenfuan peraturan perundang-undangan.
@ Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 50
(1) Pengelola/Pembantu Pengelola dan Pengguna/Kuasa
Pengguna bertanggung jawab atas Pemeliharaan

Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
(2) Pemeliharaan .....
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(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada DKPBMD.

(3) Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan

pada APBD.
Pasal 51 %

(1) Pengguna dan/atau Ku 2 ghuna membuat
daftar hasil Pemeli ang (it Daerah yang
berada dalam keweh@nggynya dan \felaporkan daftar
hasil pemeliharaa rang/>dimaksud  kepada
Pengelola melalyi Pembantu ola secara berkala.

(2) Pembant wely i laporan sebagaimana
dimaksud &?%am menyusun daftar hasil
Pan—b Milik Daerah yang dilakukan

Pemelilydraa
dalaX ég%ggaran, sebagai bahan evaluasi

da bagai la perhitungan anggaran tahun
ya@angkgl%y

@ BAB XIV
@ PENILAIAN

@ @ Pasal 52
ian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka

enyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan
emindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pasal 53

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka

penyusunan neraca Pemerintah Daerah, dilakukan dengan

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 54 .....
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Pasal 54

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
pemindahtanganan, dilakukan oleh panitia penilai
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
melibatkan penilai independen g bersertifikat di
bidang penilaian aset.

Penilaian Barang Milik Daerak sebagai dimaksud

@ wk mendapatkan nilai
Q unaki ai Jual Obyek

wajar, dengan estimga
Pajak (NJOP) dan

da pasara umum sesuai
ketentuan peraturan perdndan angan.
Penilaian Bara ik @elain tanah dan/atau
bangunan ang Pemanfaatan  atau
Peming. nan, difaukan oleh panitia yang

ngelola dengan melibatkan
iridepe yang bersertifikat di bidang

ilik Daerah sebagaimana dimaksud
dilaksanakan berdasarkan nilai

1 penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana
maksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh
epala Daerah.

BAB XV
PENGHAPUSAN
Pasal 55

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :
a. Penghapusan ......
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a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, QMlakukan dalam hal
Barang Milik Daerah sudah berada dalam

penguasaan  Pengguna/K ¥ngguna, yang
ditetapkan dengan Keputuds engetas nama
( :1 : ) <

Kepala Daerah.
(3) Penghapusan Bar ilik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat uruf ilakukan dalam hal

Barang Milik Daerxah suda ih kepemilikannya,
terjadi pemus E@ tau sebab-sebab lain, yang

ditetapkan demigaw Ke;@a Kepala Daerah.
S,

1) b usarang Milik  Daerah  yang

aklanj dengan pemusnahan, dilakukan

% ila Ba Milik Daerah dimaksud :

@ a. alpydapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
§ ; atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

alasan lain  sesuai ketentuan  peraturan

@ @ erundang-undangan.

) Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna
dengan Keputusan Pengelola setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.

(3) Ketentuan mengenai Penghapusan Barang Milik
Daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 57 .....
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Pasal 57

(1) Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak
dapat dipergunakan, dihapus dari daftar Inventaris
Barang Milik Daerah.

(2) Barang Milik Daerah yang s dan masih
mempunyai nilai ekonomis, diM ,» an melalui :
a. pelelangan umum;

b. pelelangan terb 3 @30
c. dihibahkan kep ak lain.

@enttuk Pemindahtanganan

% @ Pasal 58
@tuk—@l’emindahtanganan Barang Milik Daerah,
lipyti :

Pasal 59

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58, ditetapkan oleh Kepala
Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :

a. tanah .....



a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Qxerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaima aksud pada ayat
(1) huruf a, tidak memerl persetujuan DPRD,
apabila :

a. sudah tidak ses tata gwilayah atau

penataan kota;
b. harus dihapus kare anggaran untuk

bangunan ganti disediakan dalam
dokumen @gg«a%

i RS agi@ i negeri;

i Qtekg K

bagi ntingan umum;
ke@:san pengadilan yang telah
hukum tetap dan/atau

3 arKan
e b
Ie- asark% entuan peraturan perundang-

danga
arang Daerah yang apabila dipertahankan
statt& milikanya, tidak layak secara ekonomis.

§ ;@ @ Pasal 60
@%indahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah
Qs

n/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
sal 59 ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh
Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala
Daerah.
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Bagian Kedua

Penjualan

Paragraf 1

(1) Penjualan Barang

i%akan dengan
pertimbangan :
a. untuk men imalkan ¢ Milik Daerah yang
berlebih a@q %
b. secara G mis {{ePih” menguntungkan bagi

Daé} pila dijual dan
C. ak, pela aan  ketentuan  peraturan

ang-u gan.

r@j\/lilik Daerah dilakukan secara lelang,

n kendaraan perorangan dinas pejabat

& %enjualan rumah dinas Daerah golongan III; atau

arang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan

lebih lanjut oleh Pengelola.

@) Tata cara Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor ke kas
Daerah.

Paragraf 2 ......
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Paragraf 2
7
Penjualan Kendaraan

Pasal 62

(1) Penjualan kendaraan peroranganJinas dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan per -undangan.

(2) Penjualan kendaraan o gan as yang
dipergunakan oleh Peja@ ara yahg-berumur 5
(lima) tahun lebih, at djual 1 unit kepada

yang bersangkutan gdtelafymasa jabaratnya berakhir.

Pasal 63@@

j ale@%araan dinas operasional

(1) Penghapusa

terdiri %ri

inas rasional; dan

n din rasional khusus/lapangan.

SR
=
é
a

oleh Kepala Daerah.

(2)@@@1’1(1%? inas operasional yang dapat dijual,

"

en é%an/ Penjualan kendaraan dinas operasional
khu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Eg huraf b, dengan umur kendaraan lebih dari 10

uluh) tahun.

njualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar
inventaris Barang Milik Daerah.

Pasal 64

Tata cara Penjualan kendaraan dinas operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3 ......
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Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 65
(1) Kepala Daerah menetapkan an rumah dinas
Daerah sesuai ketentuan atypan  perundang-
undangan. @
(2) Penggolongan rum, Da@@osebagaimana
dimaksud pada ayaf (1), tpydiri dari

c. rumah dina

Y
@ %sal 66
1 R inas 49’4@ golongan I yang sudah tidak
d ng

en sinya sebagai akibat adanya
aha tur organisasi dan/atau sudah ada

n
%J gganti g lain, dapat diubah statusnya menjadi

m s Daerah golongan II.

a. rumah dinas Daerah golon
b. rumah dina@? II; dan

gi ) Bwmah~ dinas Daerah golongan II dapat diubah
usnya menjadi Rumah dinas Daerah golongan III,

ali yang terletak di kompleks perkantoran.
@) Rumah dinas Daerah golongan II dapat diubah

statusnya menjadi Rumah dinas Daerah golongan I,
untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 67

Rumah dinas Daerah dapat dijualbelikan atau disewakan,
dengan ketentuan :
a.rumabh .....
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rumah dinas Daerah golongan Il yang telah dirubah
golongannya menjadi rumah dinas golongan III;

rumah dinas Daerah golongan III yang telah berumur
10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Rumah dinas Daerah dlmaks% k sedang dalam
sengketa; dan

Rumah dinas Daerah ! 2 atas tanah

.@

gun
yang tidak dimilikj men Daerah, maka
untuk memperole atas tanali harus diproses
tersendiri  sesuai an uran perundang-
undangan.

0

Pegawa apat @eh rumah dinas sebagaimana
dimaksqd ' -» m P, / adalah :

Q@Nal ya@udah mempunyai masa kerja 10

uluh) atau lebih dan belum pernah membeli
tau eroleh rumah dengan cara apapun dari
Pem@ Daerah atau pemerintah pusat;

b.

@

huni pemegang Surat Izin Penghunian yang
luarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 69

(1) Penjualan rumah dinas Daerah golongan III beserta

atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya
dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Penjualan .....
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(2) Penjualan rumah dinas Daerah golongan III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Hasil Penjualan rumah dinas rah golongan III
sebagaimana dimaksud pada ), disetor ke kas
Daerah. :

Pelepasan Hak ata&h dayatau bangunan

@an Ganti
1) Pemmg @

dnan ang M1hk Daerah berupa tanah

dan ngun elalul pelepasan hak dengan
Z@ dz 1proses dengan pertimbangan

ungkanDjperah

% tuk oleh Kepala Daerah atau dapat dilakukan

lembaga independen yang bersertifikat di bidang
rulalan aset.

Pasal 71

Pelepasan hak atas tanah dan Penghapusan dari Daftar
Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah setelah harga Penjualan atas
tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Pasal 72 .....
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Pasal 72
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk
kavling perumahan pegawai negeri.

(2) Kebijakan pelepasan hak ata kavling untuk
pegawai negeri ditetapkan o@pa 4 ah.
Q)™ 0

Oy

Proses pelepasan hak tana n/atau bangunan
sebagaimana dima dalam P , dilakukan dengan
pelelangan  sesu entu% raturan perundang-

undangan. @
Y

% % Pasal 74
§@;)P ]1@ Barang Milik Daerah selain tanah,

gunan, dan kendaraan dilaksanakan oleh Pengelola

@ ah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
@) ntuk Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah,
bangunan, dan kendaraan yang memerlukan

persetujuan DPRD, Pengelola mengajukan wusul
Penjualan disertai dengan pertimbangannya.

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan Penjualan oleh
Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah atau DPRD.
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Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Pasal 75

(1) Tukar Menukar Barang Mili h dilaksanakan

dengan pertimbangan : @
a. untuk  memenuhj han < operasional
taha

penyelenggaraa n

b. untuk mengo aJkhn Barang Milik Daerah;
dan/atau

c. tidak terse@ma dala
(2) Tukar Menpuk rani aerah dapat dilakukan
dengarypi i
. l%%ah at erintah Provinsi;

aten/Kota;

a
b. €
an Usaa_Milik Negara/Daerah atau Badan
O

K Pemerintah lainya; atau

oleh Pengguna kepada Kepala Daerah melalui
Pengelola;
tanah  dan/atau  bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

@ : tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
b.

(2) Penetapan ......
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(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Kepala Daerah.

dimaksud pada ayat (1), dilaks oleh Pengelola
setelah mendapat persetuj pala Daerah sesuai

kewenangannya. @

(4) Tukar menukar seb '@ dima@@opada ayat (1)
huruf b, dilaks an/ oleh ngelola setelah
mendapat persetujua pala I@h.

(5) Tukar menukdy ‘sebdgai maksud pada ayat (1)
huruf c dilg 4555 an ojehy Perigguna setelah mendapat

elola baxang.

persetL@ls S

(6) Kete%%hy ebih t mengenai tukar menukar,
die Ke erah.

%@ @ Bagian Keempat

é Pasal 77
% &

bah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan
Q pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan,
kemanusiaan, atau penyelenggaraan pemerintahan.

(3) Tukar Menukar tanah dan/atau b gunan sebagimana
anaka

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia Daerah;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak;
c. tidak ......
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c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 78

Hibah Barang Milik Daerah berupa&

a. tanah dan/atau bangunan yaggdelah : hkan oleh
kepala SKPD kepada Ke '@J\ raly;

Ta O
b. tanah dan/atau an han dari awal
a

pengadaannya dire dldan u dihibahkan;

c. selain tanah /atau nan yang telah
diserahkan ol ala epada Kepala Daerah
melalui Pe @
d. selain an/afjgu Bangunan yang dari awal
pengédgannya direrfsanakan untuk dihibahkan.

©
@ QE}@ Pasal 79

ah s mana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a,

.
O

itet, dengan Keputusan Kepala Daerah setelah

men persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau

é unan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

% ibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c

yang bernilai di atas Rp 5.000,000.000,00 (lima milyar

rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD.

(4) Hibah .....
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(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat
persetujuan Pengelola.

Bagian Kelimé%

Penyertaan Modal P ah D
s
Q
(1) Penyertaan Modal erint Daerah dilakukan

dalam rangk endiria ngembangan dan
peningkatan r Bad% a Milik Daerah atau
badan usa ya yang dimiliki oleh Pemerintah
Daeralyya! ertaan'mpdal kepada pihak swasta.

yang dijadikan sebagai

@ Pasal 81

@) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap
pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik
Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pengawasan ......
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Pengawasan fungsional pengelolaan Barang Milik
Daerah  dilakukan oleh aparat pengawas fungsional
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengguna barang melakukan pemantauan dan

penertiban terhadap penggura@an, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausah pemeliharaan,

dan pengamanan Barang M Da¥ ang berada
dalam penguasaannya.
Pengendalian terl@@gelol %arang Milik

Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Daerah,
yang secara teknis aksan@ oleh Pengelola/

Pembantu Pen : @
S

diperlukan untuk pengelolaan Barang
ibebankan pada APBD.

BAB XIX
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 83

(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian dan/atau

kekhilafan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
dan Barang Milik Daerah yang dipisahkan,
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap .....
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(2) Setiap orang yang mengakibatkan kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan
sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XX %
AIN!
Dy

KETENTUAN
S

(1) Direksi Perusahaan ah at adan Usaha Milik
Daerah serta Yayasa Daerah bertindak
sebagai Pen Bar ng berwenang dan

bertanggu gelolaan Barang Milik
Daerak(yz isahkandglam lingkungannya.

apata ngelola Keuangan, dan Aset
penge arang Milik Daerah sebagai
tu a Barang bertanggung jawab atas

Pe
ga koordinasi dan  sinkronisasi
rang Milik Daerah  yang dipisahkan
dfigan Perusahaan Daerah atau Badan Usaha
prah serta yayasan milik Daerah.

é 3) %ksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik
D

ah/Ketua yayasan milik Daerah menunjuk

@' tugas sebagai Pengurus dan Penyimpan barang.

) Direksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik
Daerah/ketua yayasan Milik Daerah bertanggung
jawab atas pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah di lingkungannya dan secara berkala
melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pembantu
Pengelola.

(5) Pemindahtanganan ......
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p
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Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
dipisahkan dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dilakukan oleh Direksi
Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Ketua
yayasan milik Daerah setelah m¢Ndapat persetujuan
DPRD, yang selanjutnya di n oleh Kepala

Daerah. @ :
Setiap pelepasan hak a@ n/afaa bangunan

(&3
ditetapkan denga 1 Perusahaan
Daerah/Badan Us ik Daera / Ketua yayasan
milik Daerah setela end ersetu]uan DPRD

atau Kepala D sebagai AN d1maksud pada ayat
) serta selan] itetépkan oleh Kepala Daerah.
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ET%@N PERALIHAN

Pasal 85

ém
5

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,
an sampai habis jangka waktunya.

gb

R

aata ang Milik Daerah yang telah ada dan/atau
s@i

@ BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar .....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan (N Sukabumi

@H. \\@H ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi ¢
Pada tanggal 29 Juli 2010 Z 3% %

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM]I,
cap. ttd. %@ %@
MOHAMAD gi@? : @
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